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Motto:

Tiada kata akhir dalam menuntut ilmu,

Sepanjang hayat di kandung badan,

Belajar adalah kewajiban»

Kata-Kata Mutiara :

Hidup merupakan cerita yang telah dirangkai dari paragraf, kalimat, kata-kata, dan 

huruf. Jika kita menginginkan hidup tersebut menjadi cerita indah teruslah berusaha., 

berdoa.. dan berikhtiar..!! agar membuat hidup itu lebih berwarna dan jangan takut 

untuk mencoba hal-hal yang baru.. Hidup Hanya Sekali.. Manfaatkan lah sebaik- 

baiknya.. Semangat!!!!!

Kupersembahkan kepada:

• Mama dan Papa

• Adik - adikku

• Keluargaku

• Rekan-Rekan Seperjuangan

• Almamaterku
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ABSTRAK

Perlindungan terhadap warga Negara tidaklah semata-mata perlindungan yang 
bersifat fisik tetapi meluas pada perlindungan terhadap harta kekayaan yang 
berupa hak-hak kebendaan terutama tentang hak atas kekayaan intelektual salah 
satunya ialah hak merek. Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini maka 
kami mengangkat dan membahas masalah, yaitu pertama bagaimanakah 
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diduga hasil 
pelanggaran merek ? kedua apakah hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan 
dan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran 
merek ? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris 
dengan pendekatan deskriptif Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
diduga hasil pelanggaran merek dapat dilakukan dengan langkah - langkah 
sebagai berikut : a. Pada tahap penyelidikan dan b. Pelaksanaan penyelidikan. 
Hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak 
pidana memperdagangkan hasil pelanggaran merek, yaitu 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga hasil pelanggaran 
merek, b. Sulitnya pihak penyidik berkoordinasi dengan pihak distributor, c 
Sulitnya berkoordinasi dengan saksi ahli yang berlokasi di luar wilayah Sumatera 
Selatan dalam hal ini dari Tangerang dan Jakarta. dan d. Kesulitan untuk 
menentukan jenis peniruan.

a. Sulitnya

Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana perdagangan hasil 

pelanggaran merek
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ABSTRACT

Protection against citizens of not only physical protection bui are widespread in 
the protection of wealth in the form of material rights , especially on the 
intellectual property rights of these is the righl brand. Thus, in writing this essay 
we raise and discuss issues, namely how the implementation of the Jirst research 
and investigation of criminal acts alleged trademark infringement result ? the 
second hurdle in the implementation of research and investigation of criminal 
acts, violations brand their products ? In this study the authors use empirical 
research method with a descriptive approach . Based on the research re suit s can 
therefore be concluded that the conduct of research and investigation of criminal 
acts alleged trademark infringement results can be done by steps - steps as 
follows : a. At the level of research and b . Implementation research . Obstacles in 
the implementation of research and investigation of criminal acts, violations 
brand their products, namely: a. The difficulty of making the seizure of a piece of 
evidence that allegedly result trademark infringement , b . The difficulty of 
coordinating investigator with the distributor, c stiffness in coordination with the 
witness located outside South Sumatra in this respect from Tangerang and 
Jakarta, and d. The difficulty t o define the type of impersonal ion.

Keywords : Research, Investigation, Crime trade mark infringement results
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I. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Operasionalisasi dari konsep negara hukum 

Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang merupakan 

hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar negara tertinggi 

dalam tertib hukum (legal order) Indonesia.1 Dasar pijakan bahwa negara Indonesia 

adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (:>) UUD 

1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai Negara hukum, maka setiap penyelenggaraan Negara di Indonesia

haruslah dilandaskan pada hukum yang berlaku. Demikian pula halnya di dalam

Negara hukum haruslah terjamin perlindungan hak-hak warga Negara yang

merupakan salah satu tujuan dari pada Negara Republik Indonesia sebagaimana

dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa : “Pemerintah

Indonesia hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap warga Negara tidaklah 

semata-mata perlindungan yang bersifat fisik semata tetapi meluas pada perlindungan 

terhadap harta kekayaan yang berupa hak-hak kebendaan (imateriil). Salah satu

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa tata urutan perundang-undangan RI 
adalah : 1). UUD 1945. 2). Tap M PR, 3). UU/ Perpu, 4). Peraturan Pemerintah. 5). Peraturan Presiden, 
6). Perda Provinsi. 7. Perda Kab/ Kota.

1
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bentuk perlindungan hak kebendaan imateriil dimaksud adalah hak milik intelektual

2atau Hak atas Kekayaan Intelektual.

Permasalahan hak milik intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus 

berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perdagangan internasional.

Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda 

(hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja 

sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada 

hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu 

mengalami perubahan, misalnya akan pembatasan berupa adanya lisensi wajib, 

pengambilalihan oleh Negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum.3

Sifat asli yang ada pada Hak atas Kekayaan Intelektual diantaranya :

a. Mempunyai jangka waktu terbatas. Dalam arti setelah habis masa 

perlindungannya, ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, 

tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa 

diperpanjang terus asalkan terus dipergunakan dalam perdagangan, 

misalnya Hak Merek.

2 Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah “istilah Hak Milik Intelektual identik 
dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dibaca dalam bukunya yang berjudul : Hak Milik 
Intelektual. Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.

5 lbid, hlm. 23.
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b. Bersifat eksklusif dan mutlak. Dalam hal ini hak tersebut dapat 

dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat 

menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/

hak mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat 

mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya 

membuat ciptaan/ penemuan ataupun menggunakannya.

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.4

Salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual ialah Hak Merek. Perkembangan 

terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, telah diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pertimbangan penggantian 

dan penyempurnaan undang-undang tersebut, yaitu dalam rangka menghadapi era 

perdagangan global, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, 

juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi internasional tentang merek 

yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Meskipun pengundangan terhadap hak merek ini telah lama diberlakukan di 

Indonesia, namun dalam praktiknya masyarakat belum banyak memahami hal-hal 

yang terkait dengan merek dimaksud. Menurut Bambang Kesowo, sebagaimana 

dikutip Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, bahwa :

“Selama ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat kurang
mengetahui benar mengenai Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan
Intelektual. Bahkan kalangan pencipta seperti seniman, desainer, dan juga

4 N E. Algra, et.al., Mula Hukum, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta, 1983. hlm. 210.

pemegang
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penemu serta pemilik merek itu sendiri pun kurang mengetahui secara tepat 
bahwa mereka memiliki hak milik yang disebut Hak Milik Intelektual atau 
kini lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, apalagi mengenai 
kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak tersebut. 
Bila pun masyarakat telah sedikit memahami bahwa dirinya mempunyai hak 
yang menyangkut milik intelektual atau kekayaan intelektual, tetapi 
pemahamannya masih rancu”.5

Kondisi tersebut di atas dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam lalu-lintas

hukum per-merek-an. Akibat dari kondisi demikian, maka sering ditemui tindakan-

tindakan curang dari pelaku bisnis terhadap merek dagang suatu perusahaan yang

telah didaftarkan, yakni dengan mencoba melakukan peniruan atau memalsukan

merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Hal ini dilakukan tidak lain

dilandasi oleh motif memperoleh keuntungan dengan cara mudah dan pintas.

Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun

pihak konsumennya, selain itu pula negarapun dirugikan.

Terjadinya pelanggaran terhadap hak merek, kini dipandang tidak hanya

merugikan si pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum,

misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, konsumen, tatanan sosial,

hukum dan ekonomi secara luas, bahkan merugikan secara politik internasional.

“Pelanggaran di bidang merekpun terjadi di wilayah hukum Kepolisian 
Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel). Hanya saja dalam penegakan 
hukumnya sering berakhir dengan adanya perdamaian dari kedua belah pihak 
dengan cara pengadu (pihak yang dirugikan) mencabut pengaduannya pada 
pihak kepolisian. Dengan demikian, sulit ditemukan data berupa vonis hakim 
terkait pelanggaran di bidang merek, karena perkaranya terhenti di tingkat 
penyidikan.

5 Ibid
6 Wawancara dengan Bpk. AKP. Asep Sumpena, SH.,MH., Penyidik pada Tim 

Kriminal Khusus Polda Sumsel, tanggal 17 Februari 2014. Reserse
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Salah satu pelanggaran terhadap hak merek di wilayah hukum Polda Sumsel 

dapat dilihat dari kasus yang ditangani oleh Tim Reserse Kriminal Khusus 

(Rekrimsus) Polda Sumsel, yang salah nya adalah pemalsuan merek “Larutan 

Penyegar Cap Kaki Tiga” oleh PD. Berdikari dengan cara memperdagangkan 

“Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” dengan pelaku Johan Sanusi alias Kim Juan, 

sebagaimana tertuang dalam berkas perkara nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Indagsi Dit 

Reskrimsus, tanggal 19 November 2012 yang diduga telah melakukan tindak pidana 

di bidang merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Melihat kasus yang ditagani oleh Pihak Reskrimsus Polda Sumsel, terlihat 

bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku bisnis baik sebagai individu maupun 

selaku badan usaha. Terhadap hal ini, maka pertanggungjawaban dapat dimintakan 

baik kepada individu maupun badan usaha yang bersangkutan.

Dalam rangka penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Merek tersebut 

melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi 

Negara dapat digunakan secara saling mengisi, disamping tindakan-tindakan 

pencegahan lain yang bersifat nonyuridis. Selanjutnya, sepanjang hukum pidana 

hendak digunakan, haruslah selalu diingat sifat hukum pidana yang mempunyai 

fungsi subsidair, mengingat sifatnya yang keras, yakni janganlah menggunakan 

hukum pidana apabila masih ada sarana-sarana lain yang memadai.

Melihat keadaan demikian, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap penegakan hukum pelanggaran di bidang merek yang terjadi di wilayah
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hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Untuk maksud tersebut, maka Penulis 

akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan mengambil judul 

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 

HASIL PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA 

SELATAN (STUDI KASUS BERKAS PERKARA NOMOR : BP/ 28/ XI/ 2012/ 

INDAGSI DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL).

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

diduga hasil pelanggaran merek pada kasus berkas perkara Nomor : BP/ 28/

XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 19 November 2012 ? 

2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran merek pada kasus dalam 

berkas perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera v ^
7 \\

* cr i i//:••Selatan tanggal 19 November 2012? f- * >

/V ■

o*III. Ruang Lingkup o p V /
L: 5^

Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi pada ruang lingkup

pembahasan khusus yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana perdagangan hasil pelanggaran merek yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dihubungkan dengan Pasal 94 UU No.
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15 Tahun 2001 maupun yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981). Dengan kata lain penelitian ini membatasi 

kajiannya pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran 

merek yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumsel.

IV. Tujuan Penelitian

I. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana diduga hasil pelanggaran merek pada kasus berkas

perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan

tanggal 19 November 2012.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil

pelanggaran merek pada kasus dalam berkas perkara Nomor : BP/ 28/ XI/

2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 19 November 2012.

V. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penilitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. Manfaat Teoritis

a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah

untuk menemukan jawaban atas permasalahan

perumusan masalah di atas yakni pelaksanaan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diduga hasil pelanggaran 

merek dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan

wawasan

terutama yang

dikemukakam dalam
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penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran 

merek.

b) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam studi 

ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, 

khususnya aparat penegak hukum mengenai ketentuan hukum tentang tindak 

pidana hasil pelanggaran merek demi tegaknya hukum yang berlaku.

VI. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisn skripsi ini sebagai

berikut:

I a. Teori Penegakan hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup7. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan 

penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

• 7 So^rj°no Soekanto> Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 2.
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diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan 

mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada 

hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap 

penegakan hukum mungkin teijadi, apabila ada ketidakserasian antara ”tri tunggal 

nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila teijadi 

ketidakserasian antara nilai-nilai yang bersimpangan, yang menjelma di dalam 

kaidah-kaidah yang bersimpangan siur, dan pola perilaku tidak terarah yang 

mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah 

semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan 

di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian ’7mv 

enforcement ” begitu populer. Selain itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk 

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. 

Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai 

kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau 

keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam 

pergaulan hidup.

8

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik 

kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

yang

s Ibid, hlm. 4.
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faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi hanya pada undang-undang,

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.9

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas 

penegakan hukum.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan atau 

melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun 

Negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada 

individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tigas D 

dan satu R yakni :10

9 Ibid, hlm. 4-5.
10 Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.-asas

28.
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Reformasi, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang 

baik dan berguna bagi masyarakat.

2. Restrain, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat.

3. Retribution, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan 

kejahatan.

4. Deterence, memberikan penjeraan atau mencegah sehingga baik terdakwa 

sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan 

jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan 

dijatuhkan kepada terdakwa.

Dilihat dari teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidanaan yang 

lazim dikenal dengan system hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolute, teori

1.

relative, serta teori gabungan.

1. Teori absolut11

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (vergfcilden). 

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu 

tindak pidana. Dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus 

diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat 

pemidanaan bagi terpidana. Disinilah terlihat bahwa dasar usaha pendekatan 

absolute adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan dasar

11 Ibid, hlm.29.
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pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu 

12sendiri.

2. Teori Relatif

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (doeltheorien). Secara prinsip teori

ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya

harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan

mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah

masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik

seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semuja

orientasi pidana itu adalah dalam rangka menciptakan dan memepertahankan

1*?tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori di atas. 

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah 

untuk mempertahankan tatatertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 

pribadi si penjahat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya 

berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga untuk 

mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan 

lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.14

12 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 
1992, hlm. 11.

J* Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I, Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185. 
Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192.



13
—;v

it /

\

O *
VII. Metode Penelitian

U?* *a. Jenis Penelitian 'V- _y>xpu: t*'W-—
Ditinjau dari segi ilmu dan sumber data penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, maka di dalam penulisan hukum ini yang digunakan adalah jenis 

penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memberikan 

data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan atau gejala-gejala lainnya tentang

pelaksanaan di lapangan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu

penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui penyebaran dari suatu

gejala, atau untuk menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 

dalam masyarakat.15

Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah terhadap 

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam 

hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel sebagai penegak hukum 

dalam melaksanakan fungsinya melakukan penyelidikan dan penyidikan dan 

penyidikan terhadap kasus pelanggaran merek.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.
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c. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer 

yang diperoleh dari lapangan dengan ditunjang oleh data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini diperoleh data melalui 

Adapun narasumbernya ialah Penyidik pada Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dalam hal 

ini Komisaris Polisi (Kompol) Endin Syahbana, SE. dan Brigadir Polisi

wawancara.

Satu (Briptu) Rahardian, SH.

2. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer.

Data sekunder ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum sebagai

berikut :

1. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penegakan 

hukum di bidang merek, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (lazim disebut KUHAP), dan 

perundang-undangan lainnya terkait dengan permasalahan 

dibahas.

peraturan

yang
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2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari karya-karya ilmiah, hasil 

penelitian ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah 

merek, khususnya terkait dengan persoalan penegakan hukum di

bidang merek.

3. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum, maupun ensiklopedia yang 

relevan dengan pembahasan yang dilakukan.16

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan statute approach (pendekatan

Statute approach dilakukan dengan menelaah semuaundang-undang).

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk 

memecahkan isu yang dihadapi.17

e. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan, dimana terdapat kasus yang berkenaan dengan pemalsuan 

merek dagang “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga”.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, PT. Raia Grafindo 
Persada, Jakarta, 1998, hlm. 35.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010,
Getakan keenam,hal. 93. '
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f. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara/ Interview

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan responden/ informan, yaitu dari pihak kepolisian dalam hal ini Penyidik 

pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan

U ? 't
A.•'SI*."-

yang pernah

melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran merek yang terjadi di wilayah 

hukum kepolisian daerah Sumatera Selatan.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan de 

suatu bahan hukum.
ngan cara mengkaji substansi/ isi

g. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan 

suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi 

(rephcable), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya.18 

h. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan 

Analisis data dilakukan

content analysis (analisis isi) yakni

yang dapat ditiru

secara kualitatif. Dalam analisis ini. semua jenis
data atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung disebut deng 

apapun bentuknya gambar, tanda (sign), simbol.
an istilah ‘7ex/ ” 

gambar bergerak (moving image) 

yang disebut dokumen dalam
dan sebagainya. Atau dengan kata lain 

kualitatif adalah
analisis

wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/

on,em‘>°rer- A CkeArah RagVarian K am
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dan sebagainya. Atau dengan kata lain yang disebut dokumen dalam analisis 

kualitatif adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/ 

didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis. Analisis ini merupakan metode 

metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, 

signifikansi, dan relevansinya.19

Dalam penarikan kesimpulan, maka dilakukan dengan metode penarikan 

kesimpualan secara induktif dan deduktif.

Penarikan kesimpulan secara induktif merupakan cara berpikir dimana 

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual. Penarikan kesimpulan dengan cara ini dilakukan dengan 

mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas 

dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang 

bersifat umum.20

Sedangkan penarikan deduktif adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya 

dari penalaran induktif. Deduksi adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang 

bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan 

deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakansecara

19 Rachmah Ida, Ragam Penelitian Jsi Media Kualitatif dan Kualitatif dalam Burhan Buncin 
Jbid, hlm. 147.

*° JuJun S> Siinasumantru/w/so/h/ Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan 
Jakarta, 2001, hlm. 48. '
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silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah 

kesimpulan.21

21 Ibid, hlm. 49.
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